
BUPATI ENREKANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 
NOMOR 23 TAHUN 2017 

TENT ANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 

Mengingat: 

pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi, 

kolusi, nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan serta 

wewenang di pemerintah Kabupaten Enrekang, maka 

diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki 

kepada Komisi Pemberantasan korupsi; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas Aparatur 

Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Enrekang, perlu 

disusun peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaran 

Negara di Pemerintah Kabupaten Enrekang. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nefotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang. 

Ditetapkan di nrekang 

padatang17a � Acust\, 2.'17 
BUPATI EKANG, 

Diundangkan di Enrekang 
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CHAIRUL LATANRO 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 

NOMOR 


